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BAB IV 

PENUTUP                                                                                                            

4.1 Kesimpulan 

Secara normatif, alat bukti elektronik telah diakui sebagai alat bukti sah 

dalam hukum acara pidana melalui UU ITE dan dipertegas dalam KUHAP baru 

sebagai alat bukti mandiri. Namun, pengakuan normatif tersebut belum disertai 

pengaturan yang rinci dan terukur mengenai standar autentifikasi, validitas teknis, 

dan mekanisme forensik digital yang wajib dipenuhi, sehingga menimbulkan 

kekosongan hukum yang berimplikasi pada ketidakkonsistenan penerapan di 

lapangan. Analisis terhadap ratio decidendi Majelis Hakim dalam Putusan 

No.67/Pid.Sus/2025/PN.Kpn menunjukkan bahwa penilaian Hakim atas validitas 

dan kekuatan pembuktian alat bukti elektronik yang berupa konten Instagram 

Reels dalam perkara pencemaran nama baik lebih berorientasi pada pemenuhan 

syarat materil alat bukti daripada pengujian secara formil.  

Hakim hanya bertumpu pada Hasil Uji Laboratorium yang mana hanya 

membuktikan bahwa alat bukti elektronik asli, utuh, dan tidak dimanipulasi. 

Penerimaan alat bukti berkekuatan lemah sesuai dengan teori pembuktian 

demikian tidak hanya mencederai prinsip kepastian hukum sebagaimana dijamin 

Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945, tetapi membuat masyarakat tidak memiliki 

kebebasan berekspresi di ruang digital, serta menuntut perhatian serius dari 

Mahkamah Agung untuk merumuskan standar penilaian kekuatan alat bukti 
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elektronik yang komprehensif, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan 

secara hukum demi terwujudnya penegakan keadilan yang substantif. 

4.2 Saran 

Untuk Akademisi Penelitian ini diharapkan dapat mendorong 

pengembangan kajian hukum yang lebih mendalam terkait standar prosedur 

autentifikasi alat bukti elektronik dalam perkara pidana Informasi dan Transaksi 

Elektroni. Para akademisi perlu secara kritis mengkaji implikasi yuridis dari 

diterimanya alat bukti elektronik sebagai dasar pemidanaan, dengan 

mengintegrasikan perspektif forensik digital ke dalam ilmu hukum acara pidana. 

Selain itu, kajian komparatif terhadap standar penerimaan bukti elektronik di 

berbagai yurisdiksi lain perlu diperluas guna menghasilkan rekomendasi 

akademik yang konkret bagi pembaruan hukum pembuktian di Indonesia. 

Untuk Aparat Penegak Hukum, khususnya Hakim dan Jaksa Penuntut 

Umum penelitian ini menyarankan agar dalam setiap perkara pidana yang 

menggunakan alat bukti elektronik dilakukan pengujian yang tidak hanya terbatas 

pada pemenuhan syarat materil, melainkan juga mencakup penilaian syarat formil 

secara mendalam meliputi prosedur autentifikasi alat bukti elektronik berdasarkan 

prinsip-prinsip forensik digital. Mahkamah Agung hendaknya segera menerbitkan 

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) atau Surat Edaran Mahkamah Agung 

(SEMA) yang memuat pedoman teknis penilaian alat bukti elektronik di 

persidangan guna meminimalisasi ketimpangan dan inkonsistensi putusan 

sebagaimana tercermin dalam Putusan No.67/Pid.Sus/2025/PN.Kpn, serta 
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memastikan bahwa standar pembuktian yang diterapkan senantiasa mampu 

menyeimbangkan efektivitas penegakan hukum dengan perlindungan hak-hak 

fundamental setiap warga negara yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana 

di era digital. 
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